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ABSTRACT

This study analyzes the role of mosques as information centers for religious tourism in
supporting a sharia-based local economy. The study is grounded in the increasing
development of religious tourism in Indonesia, while the institutional role of mosques in
tourism information governance has remained relatively underexplored. A normative-
conceptual approach was employed through literature review, regulatory analysis, and
theoretical examination of the mosque’s social function, religious tourism, and the sharia
economy. The findings indicate that mosques have strategic potential as centers for
distributing information on local Islamic history, providing sharia tourism education,
recommending halal MSMEs, and coordinating socio-religious activities. The analysis also
reveals several gaps, including the absence of national standards for mosque-based
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religious tourism management, limited human resources, and the low level of information Halal MSMEs

digitalization. In conclusion, optimizing mosque functions may strengthen tourist flows,
local halal consumption, and sustainable local economic development in accordance with
sharia principles.
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PENDAHULUAN

Masjid dalam perkembangan masyarakat Muslim modern tidak lagi diposisikan semata
sebagai ruang ibadah ritual, melainkan telah berfungsi sebagai institusi sosial yang mencakup
pendidikan, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam konteks wisata
religi, masjid memiliki potensi kelembagaan yang signifikan karena mampu menjadi simpul
informasi yang menghubungkan pengalaman spiritual dengan aktivitas ekonomi lokal berbasis
syariah. Fenomena wisata religi di Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan,
terutama pada wilayah yang memiliki jejak sejarah Islam, tradisi keagamaan, dan destinasi
spiritual, tetapi pengelolaan informasinya masih cenderung bersifat sektoral dan belum
menempatkan masjid sebagai pusat koordinasi utama. Penelitian terdahulu juga menunjukkan
bahwa religiusitas dan pengalaman wisata berhubungan langsung dengan loyalitas wisatawan
Muslim (Kamri et al., 2014).

Dalam konteks global, wisata religi menjadi bagian penting dari perkembangan industri
pariwisata halal. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Uni Emirat Arab telah
mengembangkan model wisata berbasis nilai Islam yang mengintegrasikan layanan wisata,
produk halal, dan fasilitas ibadah secara sistematis. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa
penguatan identitas religius dapat berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan ekonomi
daerah (Battour & Ismail, 2016).

Indonesia memiliki karakteristik sosial dan budaya yang mendukung perkembangan wisata
religi berbasis masyarakat. Tradisi ziarah makam ulama, peringatan hari besar Islam, pengajian
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akbar, dan kegiatan keagamaan lainnya telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat
Muslim di berbagai daerah. Aktivitas tersebut tidak hanya memperkuat identitas religius
masyarakat, tetapi juga menciptakan mobilitas ekonomi yang melibatkan banyak pelaku usaha
lokal (Jaelani, 2017).

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir memperlihatkan
hubungan yang semakin erat antara sektor keagamaan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pemerintah melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah terus mendorong
penguatan industri halal, pengembangan wisata religi, dan pemberdayaan UMKM berbasis
syariah. Dalam konteks tersebut, masjid memiliki posisi strategis karena menjadi ruang sosial
yang mampu mempertemukan aktivitas spiritual dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Muslim
(Jaelani, 2017).

Masjid sebagai pusat aktivitas masyarakat Muslim memiliki peluang besar untuk
mengambil peran lebih aktif dalam pengembangan wisata religi. Selain menjadi tempat ibadah,
masjid dapat menyediakan layanan informasi, edukasi sejarah Islam, pelatihan ekonomi umat,
hingga promosi produk halal lokal. Peran tersebut akan semakin relevan ketika dikaitkan dengan
kebutuhan wisatawan Muslim terhadap destinasi yang aman, nyaman, dan sesuai prinsip syariah
(Kamri et al., 2014).

Penguatan fungsi masjid dalam wisata religi juga memiliki relevansi terhadap
pembangunan sosial masyarakat. Ketika masjid mampu menghubungkan aktivitas keagamaan
dengan pemberdayaan ekonomi, maka tercipta hubungan yang lebih kuat antara spiritualitas dan
kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan wisata religi berbasis masjid perlu
dipahami sebagai bagian dari strategi pembangunan masyarakat Muslim secara berkelanjutan
(Putnam, 2000).

Fenomena wisata religi juga mengalami perubahan pola seiring perkembangan teknologi
digital. Wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi spiritual, tetapi juga pengalaman religius
yang terintegrasi dengan layanan informasi, akses transportasi, produk halal, dan aktivitas
budaya lokal. Kondisi ini membuka peluang bagi masjid untuk bertransformasi menjadi pusat
layanan informasi yang lebih modern dan adaptif terhadap kebutuhan wisatawan Muslim
domestik maupun internasional (Feizollah et al., 2021).

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akademik yang penting. Kajian
internasional cenderung menyoroti branding pariwisata syariah, sertifikasi halal, dan
pengalaman wisatawan Muslim, sedangkan konteks kelembagaan masjid di Indonesia belum
memperoleh perhatian yang memadai. Di sisi lain, regulasi nasional mengenai kepariwisataan,
jaminan produk halal, dan pengelolaan lembaga keagamaan telah tersedia, tetapi
implementasinya belum terintegrasi secara optimal dalam pengembangan wisata religi berbasis
masjid (Han et al.,, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan masjid
sebagai pusat informasi wisata religi yang tidak hanya berfungsi mendukung dimensi spiritual,
tetapi juga berperan dalam distribusi informasi ekonomi, koordinasi UMKM halal, dan penguatan
ekosistem wisata berbasis syariah. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana fungsi
sosial masjid dapat diintegrasikan dengan tata kelola wisata religi serta implikasinya terhadap
ekonomi lokal berbasis syariah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peran
strategis masjid sebagai pusat informasi wisata religi dan menguraikan relevansinya bagi
pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai prinsip syariah.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-konseptual dengan fokus pada analisis
doktrinal, regulatif, dan teoritis terhadap peran masjid dalam wisata religi. Data disusun melalui
penelaahan literatur ilmiah, regulasi nasional, dan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan
fungsi sosial masjid, wisata religi, ekonomi syariah, dan tata kelola pariwisata berbasis syariah.
Populasi konseptual penelitian mencakup pemikiran ilmiah dan dokumen kebijakan yang relevan
dengan tema, sedangkan sampel dipilih secara purposif berdasarkan tingkat relevansi terhadap
isu kelembagaan masjid dan ekonomi lokal berbasis syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui
studi kepustakaan mendalam terhadap sumber-sumber yang membahas pariwisata syariah,
spiritual tourism, pengelolaan masjid, serta kebijakan kepariwisataan dan produk halal.

Selain itu, penelitian memanfaatkan teknik analisis isi terhadap regulasi dan literatur
akademik yang berkaitan dengan ekonomi syariah, tata kelola wisata, dan kelembagaan masjid.
Teknik tersebut digunakan untuk menemukan pola hubungan antara fungsi sosial masjid dan
pengembangan ekonomi masyarakat berbasis wisata religi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terhadap beberapa hasil
penelitian internasional mengenai wisata halal dan pengelolaan destinasi berbasis komunitas.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara konsep pengembangan wisata
religi di negara lain dengan konteks sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian,
analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga mempertimbangkan dinamika
global dalam perkembangan halal tourism (Battour & Ismail, 2016).

Secara operasional, proses penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi konsep utama,
memetakan temuan penelitian terdahulu, merumuskan kesenjangan penelitian, dan menafsirkan
implikasi konseptual serta kebijakannya. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan
menautkan konsep fungsi sosial masjid pada kerangka wisata religi dan ekonomi syariah.
Pendekatan ini memungkinkan penyusunan argumentasi ilmiah yang menekankan relasi sebab-
akibat antara penguatan kelembagaan masjid, kualitas tata kelola informasi wisata, dan potensi
pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil analisis kemudian disintesiskan untuk menghasilkan kerangka
akademik yang menjelaskan peran masjid sebagai pusat informasi wisata religi dalam perspektif
hukum, ekonomi, dan kebijakan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Fungsi Masjid sebagai Pusat Informasi Wisata Religi

Hasil kajian mengindikasikan bahwa masjid memiliki fungsi multidimensional yang
melampaui aktivitas ibadah ritual. Dalam konteks wisata religi, masjid berpotensi menjadi pusat
distribusi informasi mengenai sejarah Islam lokal, karakteristik destinasi spiritual, layanan
edukasi wisata syariah, serta rujukan bagi pengunjung terhadap UMKM halal di sekitar kawasan
wisata. Temuan ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berperan sebagai objek yang
dikunjungi, tetapi juga sebagai institusi pengelola arus informasi yang mengarahkan pengalaman
wisata secara lebih terstruktur. Secara ilmiah, fungsi tersebut konsisten dengan teori fungsi sosial
masjid yang menempatkan masjid sebagai pusat pembinaan umat, layanan sosial, dan penguatan
ekonomi masyarakat (Kamri et al.,, 2014).

Pembahasan atas temuan ini menegaskan bahwa efektivitas masjid sebagai pusat informasi
akan sangat ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan dukungan
digitalisasi. Data konseptual dari penelitian menunjukkan bahwa peningkatan arus wisatawan
dan konsumsi produk halal lokal dapat terjadi apabila informasi yang disediakan masjid bersifat
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akurat, mudah diakses, dan terintegrasi dengan kebutuhan pengunjung. Dalam kerangka teori
wisata religi, keberadaan masjid sebagai simpul informasi memperkuat pengalaman spiritual
sekaligus memperluas dampak ekonomi pada sektor perdagangan, kuliner, dan jasa lokal
(Feizollah et al., 2021).

Dalam praktik pengembangan wisata religi, keberadaan Dewan Kemakmuran Masjid
memiliki pengaruh penting terhadap kualitas tata kelola informasi dan pelayanan wisata.
Pengurus masjid dapat menyusun sistem informasi yang memuat sejarah masjid, jadwal kegiatan
keagamaan, lokasi UMKM halal, serta panduan etika kunjungan bagi wisatawan. Sistem tersebut
akan membantu wisatawan memperoleh pengalaman spiritual yang lebih terarah dan nyaman
(Kamri et al., 2014).

Digitalisasi layanan masjid juga menjadi faktor penting dalam pengembangan wisata religi
modern. Penggunaan media sosial, aplikasi layanan jamaah, dan papan informasi digital dapat
meningkatkan aksesibilitas informasi wisata berbasis syariah. Langkah tersebut sejalan dengan
perubahan perilaku wisatawan yang semakin bergantung pada teknologi digital dalam
menentukan destinasi perjalanan (Feizollah et al., 2021).

Pada beberapa daerah, kawasan masjid telah berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi
masyarakat. Kehadiran pedagang makanan halal, pengrajin cendera mata Islami, jasa transportasi
lokal, dan penginapan berbasis syariah menunjukkan bahwa wisata religi memiliki efek ekonomi
berantai yang cukup luas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tata
kelola kelembagaan yang profesional dan berkelanjutan (Hamzah & Khalifah, 2009).

Kehadiran wisatawan pada kawasan masjid bersejarah juga memberikan dampak terhadap
pertumbuhan sektor informal masyarakat. Pedagang kecil, jasa parkir, transportasi lokal, dan
usaha kuliner memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas wisata religi yang berlangsung secara
rutin. Dalam beberapa daerah, aktivitas tersebut bahkan menjadi sumber penghasilan utama
masyarakat sekitar kawasan wisata (Hamzah & Khalifah, 2009).

Kesenjangan Tata Kelola dan Regulasi

Hasil kajian juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam tata kelola wisata religi berbasis
masjid. Meskipun regulasi mengenai kepariwisataan, jaminan produk halal, dan pengelolaan
lembaga keagamaan telah tersedia, implementasinya belum membentuk sistem yang sepenuhnya
terintegrasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengembangan wisata religi masih sering
berjalan sektoral, sehingga masjid belum memperoleh posisi yang memadai sebagai aktor tata
kelola informasi. Di samping itu, belum adanya standar nasional pengelolaan wisata religi
berbasis masjid memperlihatkan bahwa aspek kelembagaan masih menjadi hambatan utama
dalam proses institusionalisasi (Republik Indonesia, 2009).

Pembahasan terhadap kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa problem utama
bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada lemahnya harmonisasi kebijakan. Dalam
perspektif hukum pariwisata dan tata kelola syariah, integrasi antara regulasi pariwisata,
kebijakan ekonomi umat, dan pengelolaan masjid sangat diperlukan agar fungsi masjid dapat
dioptimalkan tanpa menggeser nilai spiritual wisata. Keterbatasan sumber daya manusia dan
minimnya digitalisasi informasi juga memperkuat argumen bahwa penguatan kapasitas
kelembagaan merupakan prasyarat utama keberhasilan wisata religi berbasis masjid. Dengan
demikian, temuan ini menegaskan perlunya kebijakan yang lebih eksplisit, terukur, dan
operasional pada level daerah maupun nasional (Vargas-Sanchez & Moral-Moral, 2020).

Pengelolaan wisata religi yang baik membutuhkan dukungan kebijakan daerah yang jelas
dan operasional. Pemerintah daerah dapat menyusun regulasi mengenai standar pelayanan
wisata religi, pengembangan UMKM halal, dan integrasi layanan digital pada kawasan masjid.

11 AKbar et al. (Peran Masjid sebagai Pusat Informasi Wisata Religi dan Penggerak Ekonomi Syariah)



Journal of Sustainable Islamic Tourism eISSN XXXX-XXXX
Vol. 1, No. 1, April 2026, pp. 8-14

Kebijakan tersebut penting untuk memastikan bahwa pengembangan wisata tetap menjaga nilai
religius dan tidak berubah menjadi aktivitas komersial yang berlebihan (Republik Indonesia,
2009).

Selain aspek ekonomi, wisata religi berbasis masjid juga berkontribusi terhadap pelestarian
budaya Islam lokal. Kegiatan seperti pembacaan sejarah ulama, tradisi keagamaan masyarakat,
dan arsitektur masjid bersejarah menjadi bagian dari identitas budaya yang diwariskan secara
turun-temurun. Dengan demikian, pengembangan wisata religi tidak hanya berorientasi pada
keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai sejarah dan budaya Islam (Timothy &
Olsen, 2006).

Kontribusi terhadap Ekonomi Lokal Berbasis Syariah

Kajian ini menemukan bahwa masjid memiliki potensi langsung dalam memperkuat
ekonomi lokal berbasis syariah melalui peningkatan arus wisatawan, penguatan konsumsi
produk halal, dan perluasan akses pasar bagi UMKM. Data konseptual dari penelitian terdahulu
yang ditelaah menunjukkan bahwa wisata religi berkorelasi dengan pertumbuhan sektor
ekonomi kecil, terutama kuliner halal, perdagangan cendera mata, dan jasa pemandu wisata.
Dalam kerangka ekonomi syariah, manfaat ekonomi tersebut bernilai penting karena berorientasi
pada keadilan distribusi, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip halal. Karena itu, masjid
yang dikelola sebagai pusat informasi wisata religi dapat berfungsi sebagai katalis bagi
terbentuknya ekosistem ekonomi lokal yang lebih inklusif (Razzaq et al., 2016).

Pembahasan ilmiah terhadap temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi tidak
terjadi secara otomatis, melainkan melalui mekanisme kelembagaan yang tertata. Ketika masjid
mampu menyediakan informasi destinasi, merekomendasikan pelaku usaha halal, dan
mengoordinasikan kegiatan sosial-keagamaan, maka tercipta jaringan aktivitas ekonomi yang
memperbesar peluang transaksi di tingkat lokal. Hal ini sejalan dengan konsep ekonomi lokal
berbasis syariah yang menekankan distribusi manfaat kepada masyarakat sekitar serta
menghindari praktik komersialisasi yang berlebihan (Hamzah & Khalifah, 2009).

Dari perspektif pembangunan daerah, wisata religi berbasis masjid dapat mendukung
peningkatan pendapatan masyarakat tanpa menghilangkan identitas budaya lokal. Ketika
pengelolaan dilakukan secara kolaboratif, aktivitas ekonomi masyarakat dapat tumbuh
bersamaan dengan penguatan nilai religius dan sosial komunitas Muslim (Scott et al., 2014).

Pengembangan wisata religi berbasis masjid juga dapat memperkuat citra daerah sebagai
destinasi wisata syariah. Ketika wisatawan memperoleh pengalaman yang nyaman, edukatif, dan
religius, maka daerah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk membangun loyalitas
wisatawan Muslim. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi
masyarakat sekitar (Han et al., 2019).

Dalam perspektif ekonomi syariah, distribusi manfaat ekonomi menjadi prinsip utama
dalam pengembangan wisata religi. Oleh karena itu, penguatan peran masjid sebagai pusat
informasi perlu diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas
ekonomi wisata. Pendekatan tersebut akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih
inklusif dan berkeadilan (Zakaria & Malek, 2014).

Kebaruan Konseptual Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada sintesis tiga ranah yang selama ini sering dibahas
terpisah, yakni fungsi sosial masjid, tata kelola wisata religi, dan ekonomi lokal berbasis syariah.
Hasil kajian menunjukkan bahwa hubungan ketiganya membentuk model konseptual yang
menempatkan masjid sebagai pusat informasi, pusat koordinasi, dan pusat pemberdayaan
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ekonomi. Temuan ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung memosisikan
masjid sebagai latar spiritual atau objek wisata pasif. Dalam kajian ini, masjid dipahami sebagai
institusi aktif yang memediasi relasi antara nilai religius dan manfaat ekonomi (Kamri et al,,
2014).

Pembahasan atas kebaruan ini menegaskan bahwa integrasi pendekatan hukum, ekonomi
syariah, dan tata kelola pariwisata menghasilkan kerangka analitis yang lebih utuh. Model
semacam ini penting karena mampu menjelaskan tidak hanya apa yang terjadi di lapangan, tetapi
juga mengapa penguatan masjid sebagai pusat informasi dapat menghasilkan dampak ekonomi.
Secara teoretis, integrasi tersebut memperluas pemahaman tentang peran masjid dalam
pembangunan lokal. Secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, Dewan
Kemakmuran Masjid, dan pelaku UMKM untuk menyusun strategi kolaboratif yang lebih terarah
(Vargas-Sanchez & Moral-Moral, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa masjid memiliki potensi strategis sebagai pusat informasi
wisata religi yang mampu mendukung penguatan ekonomi lokal berbasis syariah melalui
penyediaan informasi, koordinasi kegiatan, dan fasilitasi ekosistem UMKM halal. Hasil kajian
menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi tersebut masih terkendala oleh belum adanya standar
nasional pengelolaan, keterbatasan sumber daya manusia, dan minimnya digitalisasi informasi.
Oleh karena itu, pengembangan wisata religi berbasis masjid memerlukan harmonisasi regulasi,
penguatan kapasitas kelembagaan, serta kolaborasi multipihak agar manfaat spiritual dan
ekonomi dapat berjalan seimbang (Kamri et al., 2014).

Penguatan wisata religi berbasis masjid pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan
pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga menyangkut pembangunan sosial, budaya, dan
ekonomi masyarakat Muslim secara menyeluruh. Oleh karena itu, strategi pengembangan yang
berbasis kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat perlu menjadi prioritas dalam kebijakan
pembangunan wisata religi di Indonesia (Scott et al., 2014).

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dalam
menyusun kebijakan pengembangan wisata religi berbasis komunitas. Penguatan peran masjid
sebagai pusat informasi wisata dapat dilakukan melalui pelatihan sumber daya manusia,
digitalisasi layanan informasi, dan integrasi dengan program pemberdayaan UMKM halal.
Langkah tersebut penting agar wisata religi tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga
mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Hamzah &
Khalifah, 2009).
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